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Pendahuluan

an ABRI sebagai sebuah kekuatan

sosial politik digugat oleh banyak
pihak. Mereka menganggap bahwa tidak
seharusnya ABRI menempati jabatan-
jabatan di luar hankam yang seharusnya
menjadi porsi golongan sipil.' Menurut Bilveer
Singh, dalam kebanyakan masyarakat Barat,
peran militer pada dasarnya adalah untuk
mendukung aspirasi politik masyarakat di
bawah kepemimpinan sipil.? Pernyataan ini
didasarkan pada pendapat Samuel P. Hun-
tington yang mengatakan bahwa mayoritas
profesional militer di Barat menerima
kekuasaan sipil sebagai hak yang sudah
semestinya ada.® Oleh karena itu, ketika

S etelah rejim Suharto jatuh, keberada-
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militer "menyimpang" dan ikut campur
tangan dalam urusan sipil, sebagaimana
dikatakan oleh Taufik Abdullah, muncul
kekhawatiran yang didasarkan pada asumsi
bahwa tindakan ilegal telah dilakukan.*
Pemikiran yang menempatkan militer
sebagai kekuatan yang mendukung sipil
untuk menjalankan urusan yang menjadi
"pagiannya" tidak sepenuhnya diterapkan di
negara-negara dunia ketiga termasuk Indo-
nesia.’ Kajian-kajian yang memperlihatkan
intervensi militer dalam bidang politik
menunjukkan bahwa kepentingan militer dan
krisis yang dihadapi suatu negara mendorong
militer ikut campur tangan dalam urusan
sipil. Hal itu bisa dilihat dari kajian yang
dikemukakan oleh Harol Crouch®, Amos
Perimutter”, Finer®* maupun Claude Welch®.
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Kajian mereka memperlihatkan bahwa
intervensi militer dalam segala bidang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Intervensi
militer dalam bidang politik tidak dapat
dipisahkan dengan penguasaan militer dalam
bidang lain seperti bidang ekonomi.
Keterlibatan ABRI dalam bidang eko-
nomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan
Orde Baru sebagai antitesis dari pemerintah-
an orde lama. ABRI dianggap sebagai
"pemenang" dalam huru-hara peristiwa 30
September 1965 yang kebenaran historisnya
.masih terus diperdebatkan sampai seka-
rang.'® "Kemenangan" ABRI yang membawa-
nya pada jenjang karier di pemerintahan dan
kemudian menafsirkan begitu luas konsep
dwifungsi ABRI disahkan negara-negara
Barat dalam rangka membendung pengaruh
ideologi komunis di negara-negara dunia
ketiga. Kenyataan ini, seperti dikemukakan
Salim Said, dalam momentum perang dingin
pascaperang dunia ll, serta kegagalan
penerapan demokrasi parlementer di negara-
begara dunia ketiga, termasuk Indonesia,
telah memperlancar jalan bagi negara Barat
yang kapitalistik untuk menciptakan rejim
militer daripada negara jatuh dalam rejim
komunis." Rejim militer yang membentuk
pemerintahan Orde Baru menjadikan
pembangunan ekonomi sebagai pilihan yang
rasional karena Orde Baru dibangun di atas
kebangkrutan ekonomi.'? Pemerintahan Orde
Baru berkeyakinan bahwa pembangunan
ekonomi tidak akan berhasil tanpa mekanis-
me kontrol dari militer. Keadaan ini pernah
dianalisis oleh Albert Szymanski yang
mengemukakan bahwa mekanisme peme-
liharaan atau pembentukan sebuah peme-

rintahan kapitalistik adalah dengan mekanis-
me kontrol yang militeristik.'?

Keterlibatan ABRI dalam bidang eko-
nomi yang direkomendasikan oleh konsep
dwifungsi ABRI lebih banyak berdampak
negatif daripada memberi keuntungan bagi
rakyat Indonesia. Menurut Nugroho Pratomo,
keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi
memiliki andil besar bagi krisis ekonomi yang
melanda Indonesia.™ Krisis ekonomi yang
berlangsung saat ini menunjukkan adanya

- campur tangan begitu besar dari pemerintah

yang sebagian besar berasal dari ABRI.
Campur tangan pemerintah yang begitu besar
dalam bidang ekonomi telah mematikan jiwa
wiraswasta dan persaingan bebas. Selain itu,
keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi,
terutama bisnis, telah memunculkan militer
sebagai kapitalis birokrat.'* Kedudukan yang
penting dalam birokrasi dan akses yang
mudah dalam bidang ekonomi mendorong
kapitalis birokrat militer menjual jasa dari
keuntungan kedudukannya itu kepada
pengusaha swasta, terutama Cina. Dalam
hal ini, kapitalis birokrat militer tidak lebih
sebagai kapitalis komprador atau kapitalis
semu yang menjual jasa untuk memburu
rente. Berdasarkan pendapat yang dikemu-
kakan oleh Yoshihara Kunio, kondisi
ekonomi demikian itu merupakan bentuk dari
kapitalisme ersalz atau kapitalisme semu.'®
Hal ini berarti bahwa ABRI memiliki peranan
yang besar dalam pertumbuhan kapitalisme
semu di Indonesia pada masa Orde Baru.
Berdasarkan uraian di atas, permasalah-
an yang muncul adalah sejauh manakah
keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi
terutama sektor bisnis? Seberapa besarkah
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12 Ibid., him. 57

13 Albert Szimansky, The Capitalist State and the Politics of Class, (Massachusets: Wintrop Publisher,

1978), him. 264-265

14 Nugroho Pratomo, "Militer Sebagai Kekuatan Ekonomi-Politik: Studi Kasus Yayasan Kartika Ek.i Paksi" dalam

Diponegoro 74, No.7, Th. lll, April 1999
15 Iswandi, op. cit., him. 256

16 Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1990)
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peranan ABRI dalam menciptakan kapita-
lisme semu di Indonesia? Untuk menjawab
pertanyaan itu perlu diuraikan latar belakang
keterlibatan ABRI dalam bisnis, konsep
kapitalisme ersatz, dan peranan ABRI dalam
perkembangan kapitalisme ersatz.

Latar Belakang Keterlibatan ABRI dalam
Bisnis

Keberadaan ABRI yang mendukung
sistem kapitalis "ala Indonesia" tidak dapat
dilepaskan dari peranan ABRI yang begitu
besar dalam bidang ekonomi, terutama masa
Orde Baru. Sebagai sebuah laskar rakyat
atau badan-badan perjuangan yang nantinya
membentuk kesatuan militer dan kelak jadi
ABRI, keberadaannya sangat ditentukan
oleh tersedianya dana yang cukup untuk
kelangsungan hidupnya.’” Pencarian dana
yang dilakukan dengan cara-cara bervariasi
dari tiap-tiap badan-badan perjuangan adalah
penyelundupan, perdagangan candu, atau
perampokan.'® Selain itu, ada beberapa
badan perjuangan yang membentuk organi-
sasi perdagangan untuk memperoleh dana
perjuangan. Badan-Badan perjuangan di
Karawang Jawa Barat misalnya, meng-
organisasikan hasil bumi petani untuk
diperdagangkan di luar Jawa. Bahkan,
minyak mentah pun diangkut dari Cepu untuk
diperdagangkan.' Perolehan dana baik dari
perdagangan candu, penyelundupan maupun
perdagangan hasil bumi, biasanya diper-
gunakan untuk membiayai perjuangan dan
membeli senjata.?®

Berdasarkan keterangan di atas,
organisasi kemiliteran yang tidak teratur,
seperti badan-badan perjuangan, telah
berupaya memenuhi kebutuhan keuangan-
nya sendiri. Organisasi militer yang teratur,
seperti BKR yang kemudian berubah menjadi
TRI lalu TNI, sejak konsolidasi organisasi
angkatan bersenjata menjelang tahun 1950
diharuskan untuk mencari dukungan logistik
sendiri dan independen dari markas besar.
Hal ini berarti bahwa sejak awal ABRI sudah
mengambil peran aktif dalam bidang
ekonomi.?!

Penerapan rasionalisasi dan reorgani-
sasi pada 1948 dan berakhir pada 1952 oleh
kabinet Hatta dengan mengurangi jumlah
personil tentara telah mengakibatkan
beberapa ketegangan antara pimpinan TNI
dengan panglima di daerah.?? Ketegangan-
ketegangan itu telah memunculkan beberapa
pemberontakan yang ingin membentuk
pemerintahan sendiri, seperti DI/TII atau
PRRI/Permesta. Para pemberontak maupun
pasukan TNI harus mencari sumber dana
sendiri untuk membiayai kegiatannya. Para
pemberontak PRRI/Permesta dalam mencari
dana menyelundupkan karet dari Sumatra
dan kopra di Sulawesi ke luar wilayah.?
Menurut pengakuan Jenderal Rudini, dalam
penumpasan pemberontakan dari Sulawesi
Selatan, usaha-usaha bisnis terpaksa dilaku-
kan untuk menutup anggaran dan persediaan
logistik yang kurang. Mereka telah mem-
bentuk yayasan dan koperasi yang menam-
pung usaha-usaha yang dilakukan, seperti

17 Uraian mengenai badan-badan perjuangan dan hubungan di antara para anggotanya dapat dilihat dari
tulisan Sartono Kartodirdjo, "Peranan Badan-Badan Perjuangan dalam Revolusi Indonesia”, (Yogyakarta:

Makalah Seminar, 1992)

18 Usaha perampokan ini pernah dilakukan oleh Divisi Siliwangi di daerah Ganjuran Yogyakarta pada 13 Maret
1948. Lihat: Langgeng Sulistyo Budi, "Permasalahan Sosial Perkotaan pada Periode Revolusi: Kriminalitas
di Yogyakarta, 1947-1948" dalam Lembaran Sejarah, Vol. 1, No. 2, 1997/1998, him. 48

19 Robert Cribb, Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni (Jakarta:

Grafiti Press, 1990), him. 85
20 Indria Samego et al., op. cit., him. 45
21 Ibid., him. 49

22 Rickleff, Sejarah Indonesia Modem (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), him. 342

23 R.Z. Leirissa, PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis (Jakarta: Grafiti Press,
1997), him. 16; Lihat pula: Indria Samego, op. cit., him. 50
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peternakan atau pengangkutan tanah untuk
proyek.?*

Berbagai pemberontakan dan ketegang-
an yang muncul di daerah-daerah selama
tahun 1950-an menyebabkan TNI merasa
terbebani oleh tugas berat yang dipikulnya.
Menurut Daniel Lev, beban berat yang harus
dipikul oleh TNl menyebabkan adanya
pemikiran agar tentara memegang peranan
yang lebih besar dalam urusan negara.?®
Kesempatan ini terbuka lebar pada 1956-
1957, yaitu dengan munculnya konflik daerah
melawan pusat yang semakin memuncak.
Kabinet Ali Sastroamidjojo yang berkuasa
pada waktu itu mengembalikan mandat
kepada presiden sehingga negara dalam
keadaan darurat perang (SOB). Keadaan ini
memunculkan kekhawatiran akan adanya
kudeta yang dilakukan oleh tentara. Akhirnya
terjadi kompromi yang memunculkan konsep
“jalan tengah”, yang memberikan jaminan
bahwa tentara tidak akan melakukan kudeta.
Tentara hanya diberi kekuasaan untuk
berperan dalam bidang sosial dan politik.
Konsep "jalan tengah" yang diambil dari
pemikiran Nasution itu kemudian dikenal
sebagai konsep dwifungsi ABRI.?

Konsep dwifungsi ABRI inilah yang
nantinya memberikan peluang begitu besar
bagi tentara untuk berperan dalam bidang
ekonomi, terutama usaha-usaha bisnis yang
dijalankannya. Usaha-usaha bisnis yang
dilakukan sebelum konsep dwifungsi ini
diterapkan merupakan faktor penting bagi
perkembangan bisnis militer pada masa
Orde Baru. Aktor-Aktor yang berperan dalam
bisnis masa Orde Baru telah pula melakukan
usaha bisnis sebelumnya, seperti yang
dilakukan oleh panglima TT-IV/Diponegoro di
Jawa Tengah, Suharto. Pada Januari 1957,
Suharto membentuk Yayasan Pembangunan

24 Ibid., him. 50

Teritorium Empat dengan tujuan mengadakan
berbagai usaha di bidang ekonomi dan
keuangan untuk memberi kemungkinan
menolong petani dan orang-orang desa.?”
Pada masa inilah hubungan antara Cina
dengan militer berjalan mesra yang terkenal
dengan sebutan "Ali-Baba". Para perwira
ABRI mulai bertindak dengan memberikan
perlindungan kekuasaan pada pengusaha
Cina, yang menjalankan roda usaha sehari-
hari. Kenyataan ini bisa dilihat dari hubungan
antara Panglima Divisi Diponegoro, Suharto
dengan Liem Sio Liong, yang di kemudian
hari, pada masa Orde Baru, menjadi salah
satu jaringan ekonomi politik terkuat di Indo-
nesia.?®

Intensitas keterlibatan ABRI dalam
bisnis semakin meningkat setelah pada
Desember 1957 --usai kekalahan Indonesia
dalam masalah Irian Barat di PBB-- peme-
rintah melakukan nasionalisasi perusahaan-
perusahaan milik Belanda. Perusahaan-
perusahaan tersebut kebanyakan berupa
pabrik gula, transportasi, kehutanan,
perkapalan, perbankan, dan perhotelan.
Nasution mengambil prakarsa supaya
perusahaan-perusahaan itu ditempatkan di
bawah militer. Kesempatan ini telah mem-
perluas skala keterlibatan bisnis militer yang
berkesempatan melembagakan "tradisi
keterlibatan" sebelumnya sehingga membuat
mereka tidak terkendali.?®

Keterlibatan sistematis ABRI yang
semakin tidak terkendali mulai terlihat
setelah Suharto menerima jabatan sebagai
presiden. Suharto yang membangun
pemerintahan Orde Baru telah menempatkan
kedudukan ABRI sebagai kekuatan dominan
di Indonesia. Pada masa Orde Baru, format
keterlibatan ABRI mulai berubah. Semula,
mereka berorientasi pada inwaard looking,

25 Daniel S. Lev, "ABRI dan Politik: Politik dan ABRI" dalam Diponegoro 74, No. 7, Th. lll, April 1998, him. 8

26 [bid., him. 9

27 Ramadhan K.H., Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, (Jakarta: Citra Lamtoro Gung, 1988),

him. 89-90.
28 Indria Samego, op. cit., him. 53
29 Ibid., him. 54
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yaitu kurang menekankan peran di luar
organisasi. Pengadopsian konsepsi baru
mengenai arah perjalanan bangsa setelah
terbentuknya rejim Orde Baru membuat ABRI
mentransformasikan orientasinya menjadi
lebih bersifat outward looking. ABRI juga
melihat peran mereka ke luar dalam kaitan-
nya dengan fungsi ekonomi. ABRI melihat
bahwa kehadiran fisiknya dibutuhkan untuk
menciptakan stabilitas nasional dan bahkan
ikut mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan pembentukan unit-unit bisnis dalam
skala besar. Terjadi perubahan, dari semata-
mata upaya mencari uang untuk diri sendiri,
menjadi penyedia jasa bagi pihak lain.
Sementara itu, format keterlibatannya bisa
berupa manajemen suatu usaha resmi atau
sekadar "herder" (anjing penjaga) yang
menjaga keamanan bagi pihak swasta.*

Konsep Kapitalisme Ersatz

Pelaksanaan kapitalisme yang melibat-
kan modal swasta mulai berkembang di
Hindia Belanda (Indonesia) pada 1870
setelah dikeluarkannya Undang-Undang
Agraria. Undang-Undang Agraria itu me-
mungkinkan pihak swasta menanamkan
modainya di perusahaan perkebunan.
Pemberlakuan UU Agraria ini memungkinkan
pula terbukanya kesempatan seluas-luasnya
bagi pihak swasta untuk membuka perusa-
haan perkebunan.?' Seiring dengan per-
jalanan waktu, pelaksanaan kapitalisme di
Indonesia mengalami pasang surut seirama
dengan kondisi yang berkembang dalam
pemerintahan. Pada masa Orde Baru,
kapitalisme berkembang begitu pesat. Akan
tetapi, menurut Yoshihara Kunio, kapitalisme
berkembang bukan kapitalisme yang
sebenarnya, tetapi kapitalisme semu atau
kapitalisme Ersatz.*?

30 /bid., him. 63

Konsep kapitalisme ersatz dikemuka-
kan oleh Yoshihara Kunio dalam penelitiannya
mengenai pelaksanaan kapitalisme di Asia
Tenggara. Ersalz berasal dari bahasa Jerman
yang berarti "substitusi" atau pengganti. Kata
ini kemudian dipakai dalam bahasa Inggris
dengan arti sebagai "pengganti yang lebih
inferior". Oleh karena itu, kapitalisme ersatz
berarti kapitalisme substitusi yang lebih in-
ferior. Kapitalisme ersalz dapat berarti pula
kapitalisme yang tidak tulen.®®

Yoshihara mengasumsikan bahwa
kapitalisme tidak ersatz merupakan
kapitalisme dinamis yang menggejala di
Eropa pada abad ke-19. Kapitalisme seperti
ini berhasil membawa kawasan Eropa Barat
keluar dari sistem feodal dan masuk ke dalam
kapitalisme industri sehingga melahirkan
kemajuan teknologi dan ekonomi yang luar
biasa. Kapitalisme dinamis ini menggejala
pula di Amerika dan Jepang.*

Menurut Yoshihara, kapitalisme di
Asia Tenggara, terutama Indonesia, men-
jadi ersatz disebabkan oleh dua hal, yaitu:
pertama, campur tangan pemerintah dalam
bidang ekonomi terlalu banyak sehingga
mengganggu persaingan bebas dan
membuat kapitalisme tidak dinamis. Hal ini
menimbulkan tumbuhnya pencari rente di
kalangan birokrat pemerintah sehingga
wiraswastawan sesungguhnya tidak bisa
berkembang. Di samping itu, campur tangan
pemerintah itu juga kekuatan ekonomi pe-
ngusaha-pengusaha keturunan Cina, yang
melalui koneksinya dengan para birokrat
negara, berhasil memperoleh fasilitas-
fasilitas khusus bagi usahanya. Kedua,
kapitalisme ersatz di Asia Tenggara tidak
didasarkan pada perkembangan teknologi
yang memadai.*®

31 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi (Yogyakarta:

Aditya Media, 1994), him. 80

32 Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, terj. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1990)

33 Uraian ini diambil dari pendapat Arief Budiman, "Kapitalisme Ersafz: Sebuah Pengantar" dalam Yoshihara
Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1990), him. xii

34 Ibid., him. xiv
35 Ibid., him. xiv
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Berdasarkan konsep yang dikemukakan
oleh Yoshihara Kunio di atas, terciptanya
kapitalisme ersafz di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari peranan ABRI. Keterlibatan
ABRI di segala aspek kehidupan kenegaraan,
terutama dalam bidang politik dan ekonomi,
telah mengantarkan ABRI sebagai kekuatan
yang mendominasi ekonomi dengan
mematikan persaingan bebas.

Pengaruh ABRI terhadap Terbentuknya
Kapitalisme Ersatz

Munculnya rejim Orde Baru di bawah
kepemimpinan Suharto telah menempatkan
militer sebagai kekuatan yang paling
dominan di Indonesia. ABRI tidak saja
melakukan intervensi dalam urusan politik,
tetapi juga dalam bidang-bidang lain,
termasuk sosial dan ekonomi. Menurut Indria
Samego, keterlibatan ABRI dalam bidang
ekonomi, terutama bisnis, semakin signifikan
setelah pemerintahan Orde Baru pada tahun
1970-an memberikan peluang yang besar
bagi perkembangan usahawan nasional.
Selanjutnya, Samego mengemukakan
bahwa peran negara yang dikuasai oleh
militer begitu besar dalam bidang ekonomi
karena tiadanya golongan menengah sebagai
agen perubahan.*® Pendapat Samego ini
didasarkan pada pendapat Nodlinger yang
mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor
pendorong keterkaitan militer terhadap bisnis,
yaitu:* peluang, tradisi, dan keberadaan
personil militer yang terdiri dari kalangan
menengah bawah.®

Keterlibatan ABRI dalam bidang
ekonomi dapat dilihat dari keterlibatannya
dalam BUMN maupun sektor-sektor ekonomi
lainnya yang dinaungi oleh yayasan-
yayasan. Dalam prakteknya, keterlibatan
ABRI dalam bidang ekonomi secara
kelembagaan banyak bekerja sama dengan

36 Indria Samego, et al., op.cit., him. 27

pihak swasta, yang juga berlatar belakang
para pengusaha dalam faksi militer, seperti
pengusaha militer generasi kedua. Para
pengusaha militer ini tidak saja mengelola
aktivitas ekonomi. Mereka juga memiliki
peranan penting dalam birokrasi secara
langsung maupun tidak langsung. Keduduk-
an dalam birokrasi yang bercampur aduk
dengan kepentingan bisnis inilah yang
kemudian melahirkan para kapitalis birokrat
militer.38

Para kapitalis birokrat militer yang
memiliki kemudahan-kemudahan fasilitas
dalam bidang ekonomi itu menjual jasa
birokrasi mereka atau jasa keahlian strategi
kemiliteran mereka kepada para konglomerat
di Indonesia. Berbagai macam kemampuan
yang mereka miliki, termasuk dalam hal
lobby untuk menembus akses-akses
ekonomi dan keuangan, dimanfaatkan oleh
para pengusaha, terutama para pengusaha
Cina. Modus semacam ini telah memuncul-
kan fenomena ganda: (1) bangkitnya para
pengusaha klien yang memanfaatkan para
birokrat militer; (2) bangkitnya rent-capitalist
birokrat militer yang menjual jasa mereka.

Keberadaan ABRI sebagai rent-capi-
talist birokrat militer menunjukkan peranan
ABRI sebagai penopang kapitalisme ersatz
di Indonesia. Kedudukan birokrat militer ABRI
sebagai rent capitalist, sebagaimana
dikatakan oleh Kunio, sebagai kapitalis
komprador ABRI bertindak sebagai agen
industri manufaktur asing di negerinya
sendiri.* Kapitalis komprador ini merupakan
kapitalis semu yang dapat diartikan sebagai
sekelompok pengusaha yang sangat
bergantung pada negara dan tidak mampu
berdiri sendiri atau berusaha sendiri.*® Hal
ini berarti bahwa dalam kapitalisme ersatz
campur tangan negara begitu kuat sehingga
menghilangkan ciri-ciri persaingan yang
terdapat dalam kapitalisme mumni.

37 Lihat: Eric A. Nodlinger, Soldier in Politics: Military Coup and Governments (Englewood Cliffs, NJ.:

Practice Hall, 1977)
38 Iswandi, op. cit., him. 255
39 Yoshihara Kunio, op. cit., him. 2-4
40 Indria Samego, op. cit, him. 133

Humaniora Volume XIV, No. 3/2002

291



Z200Z/€ 'ON AlX 8WwnjoA esoluewnH

6t

(9861 ‘uedeieH JeuIS ENEISNd ‘BUBME[) BISSUODU] P YIJljOd UBP 18}y 'YdnoiD ploJeH gy

"SIUSIQ)aq WEBp UBYepnwa)y
ynsewua) '‘Guepilq ejebas ip emawnsi yey,
laguwiaw oueynS uapisald UEBMEQ Ip nieg
api0 wifa) ejeyeuew Buequayiaq unjewas
Nyl siusig unjeN ‘ejefuas yajosadwaw
uep uebBuenfiad uebunsbuejay IeAeiquaw
ynjun ueyeunBiadip Bued ueBuenfiad euep
yajosadwistu njun siusiq essiul ieAundwa
|ygy ouquwse ipeflusw Buek uebuenliad
uepeq-uepeg ‘uUee)apJaway uejueye}
-jadwaw Buenliaq ewes-ewesiaq BISaUOpU|
esbueq jees eped |ejnwip yea) 1deja} ‘nieg
api0 esew eped Bunsbuepag eduey yepn
S|USIq UBSMUN WEIEp [HEY ueleqialay

uejndwisay

‘NWwNg/eiebau ueeyesniad-ueeyesniad uep
yUEQg-jUEQ INfEjaW I|e)as ewes BueA |epow
yejwnles iesenbusw ebnl |deja) 'esen|a)
ueBuap eAuueesenyay Buebawaw eAuey
yepll yejuuswad euasey sibo| Buljed i16ajess
ueyedruaw sjual ueningiad usy|iw uebuap
iseljesaq Buek undnew Jayw eyesnbuad
ejed 16eg -ejuas ninqwad Jsesaqg yejwnlas
wejep siusiq (Aucso) 0oUOy-02UDY UBp USIY
-uaipy ueyeidiousw ebnl 1w 8w Jeolq

sijedey eied ‘lwouoxa uejeibay-uejeifay

ueyeuUEsSyE|aW H¥Njun ueuizuad epe denes
eAelq yueuaw uebusp isdnioy Buenjad eAu
-eynqia} neje 166u)] eAelq iwouoye jnaunw
uBjsE 'lul WeJewWwas SBjAINE LB IWouoya
se}l|ise} 1ebegas eAuisenjolig 1Sn}sul
ueyjeisiawoybuaw neje ejsems eyesnBuad
eied epeday ejaiaw esel-esel |enfusw
ngesial Jajjiw jesjollq siendey eied ‘buise
neje euln ueuniniey eyesnbuad uebuap
1s)iw Jeyouiqg sieydey elejue isnjoy iebeges
|euayip 1upj BueA jey ueynquiuaw jngasia}
BUBSN UBBJJIWSY ‘Ule] ISIS 1JBQ ¢, BISAUOpP
-u| jehyes Jesaq ueibeqas uebuap epeduep
‘eAueyesn ejiw Buise Jojsaaul esed uebuap
sefefes yiga| eAuuebunuaday jeylaw nwas
sijeydey neje Jopeidwoy sijejidey ueyedniaw
Buek Jajijiw jeINOIIg Siejdey eled

662 Wiy "o 'do ‘|puems| |y

‘siweulp BueA jeyas uebuiesiad uep ynel
uep us|n} ¥epl 'IISe yepl} aws|ejde)y ‘nwas
awsieydey iebeqas yigs| yepl eisauopuj Ip
awsijeydey uexyedwauaw ye(s) Iul (padas
ueejelusy ‘Jesaq njela) iwouoya bBuepiq
wejep eiebau uebue] indwed emyeq uey
-jeyidadwsaw uesnnday uejiquebuad wejep
sasye ieAundwaw Buek eiebau jenjolq
eled uep uipie) ebnl lwouoya wejep Jajjiw
uejeqiieley ‘nyl esejuawasg ‘1pelia) Buek
uebuiesiad eAujeyas yepny ueynfunuaw
ueyljodouowip BueA yaskoid undnew
ueyisuasijip Buek yakoid-yahkoid ‘dninua)
lapusaj-iapus) ueejojebuad "eyesniaq Wejep
1eyes uebuiessad eAubuepy uesjeyipadwaw
iUl Jayiw jesoliq siyendey esed ueyeqiaw
Bued 1wouoya selApe iebeqgiag

,» IWouoya Buepiq wejep
19)i[lw jesyouiq JSiejides-jusl uep Jaji|iw
1enjoliq sieydey eied uejeqiualay ISB|EYSYS
uelesaquad uebBujjuaday ynjun eluey
eAueienw eped Buek ‘uie] euaiuy edesagaq
uep ueyijodouowip neje ueyebeiueje}p
ynjun yakoid ‘snsnyy Isuasi] uebuap
yokoid ‘sejuoud ejexs wejep yakoid ‘dninua)
Japua) jeyipaid uebuap ejsems ejo|eyIp
ynjun yejuuawsad ueybueueaip buek yakoid
-yehoud 1padas ‘sefem depy Bueh nusus)
eusjuy-eusiy uebusp ‘dninua) eres uebuap
yekoid-yakoid ejojsbuaw eyesniag jngasia}
nwas sijejidey eijed "IWOUONa SEJAINE WEeep
jeinpasosd uejebbueley-uejebbueley uey
-Inounwiaw yeja) nj isesyouiq isbuny ueyieiad
‘wouoye Guepiq wejep yeqiua) buel sgjjni-02
uenojeid ueyejuuawad uebunuaday Jesaq
uiesap welep 6unqebial GueA isyej eled
uebunuaday uelejad iebeqas 1sbuny yielaq
ideje) ‘eoines ongnd 1ebegas i1sbunyaq
1Be| yepl} eisauopuy 1p ISesyoliq ueyyesebuaw
yejs) 1ul Jsjiw Jeayoullq eled “seuaddeg ysjo
ueydejeyup Buek ueeuesualad-ueeuesualad
weljep eAuuejeqiiaiay uebusap ueunbu
-eqwad eAuuejel depeyla) uebuijuadey
ieAundweaw nwas swsieydey Buedousw
Buek uejenyey |ebegas Jaljiw jenjolig

wypaq) ojupyng



Militer dan Kapitalisme Ersatz: Bisnis ABRI pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, para perwira
ABRI tidak hanya mempunyai kedudukan
penting dalam birokrasi, tetapi juga memiliki
kemudahan akses dalam bidang ekonomi.
Kedudukan militer dalam birokrasi yang
kemudian dicampuradukkan dengan urusan-
urusan bisnis telah melahirkan para kapitalis
birokrat di kalangan ABRI. Kebijaksanaan-
kebijaksanaan birokrasi yang juga berbisnis
ini memiliki nuansa diskriminasi yang
mementingkan bisnisnya dan crony-crony-
nya. Proyek-proyek ekonomi bersifat tertutup
dan dijalankan dengan penuh rekayasa.
Campur tangan para birokrat yang kuat telah
mematikan persaingan sehat dalam bisnis.
Oleh karena itu, berkembang istilah yang
menggambarkan keadaan ekonomi yang
tidak sehat tersebut dengan kapitalisme er-
satz.

ABRI merupakan penopang paling
dominan terhadap kapitalisme ersatz di In-
donesia, selain pihak pengusaha swasta
lainnya terutama Cina. Kapitalis birokrat
militer itu tidak lebih dari kapitalis komprador
atau kapitalis semu yang memburu rente
dengan menjual jasa kepada pengusaha
swasta terutama Cina. Keterlibatan ABRI
dalam berbisnis ini telah menyuburkan pula
budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang
menyebabkan krisis ekonomi berkepanjang-
an di Indonesia.
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